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B. ANALISIS SITUASI

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan
penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam
kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (Brand Image) dapat memenuhi
kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat
penting dan merupakan jaminan kualitas barang atau jasa dalam suasana
persaingan bebas. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya,
baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan
keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek
tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak
perseorangan atau badan hukum.' Kib_lj;a;_kanw_ymg melatar belakangi
perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merds
yang telah menjadi perhatian di negara maupun di dunia. T’?rt]ama-tama, dalam .
hubungan ini ditinjau darimasalah-masalah yang berkenaan dengan peniruan

(counter feiting)._

Pengaturan hukum merek di Indonesia selalu mengalami perubahan, pada
era pemerintahan Hindia Belanda terdapat dalam “Reglement Industriele

Eigendom” (Reglemen Milik perindustrian) yang di undangkan dengan Staatsblad

! Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual Sinar Grafika jakarta, 2009, him.91




tahun 1912 Nomor 545 (disingkat Stb.1912/545) yang merupakan duplikat
Undang-undang merek Belanda (Merkenwet).” Reglemen ini, lebih di kenal
dengan peraturan Milik Perindustrian tahun 1912. Reglemen ini hanya terdiri dari
27 pasal sehingga banyak hal - hal yang belum jelas pengaturanya, misal belum
mengatur tentang merek jasa, pemalsuan merek, ganti rugi dan pemindahannya.
Sistem yang di anut adalah “deklaratif” yang memberikan perlindungan bagi
pihak yang memakai merek pertama kali. Pada era setelah kemerdekaan,
perlindungan merek mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961
tentang Merek Perusahaan dan Merek Pemiagaan yang di undangkan pada tangal

11 Oktober 1961.

Menurut Sudargo Gautama, undang-undang nomor 21 tahun 1961 dapat
dikatakan merupakan pengoperan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik
Perindustrian tahun 1912 yang terdiri dari 24 pasal sehingga mengandung banyak
kekurangan. Undang-undang No 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan
Merek Perniagaan mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang
sejalan dengan kiasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran
merek di Nice, perancis pada tahun 1957 yang di ubah di Stockholm Tahun 1961
dengan penyesesuain kondisi di Indonesia. Pada tangal 28 Agustus 1992 di
undangkan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang berlaku
efektif pada 1 April 1993. Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek
menggantikan Undang-undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan

Merek Perniagaan. Berkaitan dengan kepentingan reformasi undang-undang

? Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 1992, Citra Asitya Bakti, 1996, him.54.




merek, indonesia turut serta meratifikasi perjanjian internasional tentang merek,

yaitu word intellectual property organitation ( WIPO).

Pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek di
ubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Pada Undang-undang ini
menentukan bahwa pengguna Merek pertama di Indonesia dapat mendaftarkan
mereknya, Pengaturan merek terbaru di Indonesia adalah Undang-undang Nomor
15 tahun 2001 sebagai penganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1997, sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada
peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuanya adalah untuk
mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan Transportasi yang telah
mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara cepat,
mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat.,serta menampung beberapa
aspek dalam persatuan Agreement on Traderelated Aspects of Intellectual
Property Rights ( TRIPs) dan semenjak itu segala sesuatu menganai merek di atur

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selanjutnya pngertian merek yang di atur dalam pasal 15 persetujuan
TRIP’s di jelaskan yaitu: “Amy sign, or any combination of signs, capableof
distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other
undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in
particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements
and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be
eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of

distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability

3 bid, him.54.




depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a

wd

condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Dengan demikian merek harus merupakan suatu tanda yang dapat
dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu
barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka
dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi

daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.’

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk
karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan
perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting
baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk
membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga
dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi
konsumen, merek selain mempermudah pengindentifikasian juga menjadi simbol
harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek
tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya
dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas
produknya, dan lain - lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas
semakin nyata.’

* Rahmi Janed, Hak kekayaan Intelektual ( Penyalahgunanan hak Ekslisif ), FH Unair,
s a, 2006, him. 162.
Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan
Praktiknya di Indonesia, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997, him 160.
¢ Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him.78.
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